BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Bab V mengenai Kualitas Pelayanan Penanganan Perempuan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Saat Pandemi Covid-19 di P2TP2A DKI Jakarta.
Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Penanganan
Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Saat Pandemi Covid-19 di P2TP2A DKI
Jakarta sudah cukup baik, mampu beroperasi di dalam situasi pandemi Covid-19 sesuai
dengan protokol kesehatan. P2TP2A DKI Jakarta telah menerapkan pelayanan sesuai dengan
Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19
untuk memberikan pelayanan dan penanganan secara optimal dengan tetap mengutamakan
kesehatan.

Terdapat beberapa dimensi yang mendukung kualitas pelayanan penanganan perempuan
korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa dimensi tersebut yaitu dimensi
Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), Tangibles
(Berwujud) dan Emphaty (Empati). Kelima dimensi tersebut masing-masing memiliki peran
yang penting dalam pencapaian keberhasilan pelayanan dan penanganan P2TP2A DKI Jakarta
dengan berfokus pada kualitas yang diterima oleh klien. Hal ini dapat dilihat dari dimensi-
dimensi pengukur keberhasilan pelayanan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) sebagai berikut:



1. Reliability (Keandalan)
P2TP2A DKI Jakarta dalam menjalankan pelayanan dan penanganan sudah saat pandemi
Covid-19 cukup baik dengan terdapatnya Standar Operasi Pelayanan (SOP) terbaru yang
bersifat sementara untuk menunjang berjalannya pelayanan dan penanganan selama
pandemi Covid-19. Dengan adanya SOP terbaru akan memudahkan proses pelayanan dan
menyesuaikan perubahan perilaku di masa pandemi. Tujuan dari SOP ini juga agar alur
mekanisme pelayanan dan penanganan dapat berjalan tersistematis dan meminimalisir
resiko yang berdampak pada kualitas layanan. Seluruh pegawai maupun petugas P2TP2A
DKI Jakarta memahami akan SOP terbaru dengan baik dan berpendapat bahwa tidak
mengalami kendala selama berjalannya pelayanan selama masa pandemi Covid-19.
Setiap posisi yang ada di P2TP2A DKI Jakarta memiliki kemampuan analitis yang baik
terhadap setiap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pengetahuan menggali
permasalahan diterapkan dengan baik dan memproses kasus yang diterima agar
mendapatkan penanganan yang tanggap dan akurat. Tingkat akurasi ini dianalisis beberapa
tahap agar klien mendapatkan penanggulangan sesuai kebutuhan.
Dalam melakukan penggalian informasi maupun data, setiap pegawai maupun petugas
P2TP2A DKI Jakarta didukung dengan pemahaman teknologi yang baik dan tingkat
profesionalisme yang tinggi. Kinerja petugas maupun pegawai mengutamakan
kepentingan klien dan mengupayakan kualitas pelayanan yang up to date agar memberikan
kepuasan kepada klien.

2. Responsiveness (Daya Tanggap)
Daya tanggap yang lugas diterapkan diseluruh proses pelayanan yang ada di P2TP2A DKI
Jakarta. Mengingat visi misi maupun tujuan dari P2TP2A DKI Jakarta sendiri adalah
menangani tindak kekerasan dengan optimal. Daya tanggap ini didukung dengan sikap

responsif yang tinggi terhadap klien yang memberikan laporan. Pemberi layanan akan



berkoordinasi dan segera melakukan asesmen awal secara cepat dan tepat. Petugas
P2TP2A DKI Jakarta dipermudah dengan fasilitas yang memadai untuk berkomunikasi
selama masa pandemi Covid-19 dan didukung oleh Protokol Penanganan Kasus

Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19.

3. Assurance (Jaminan)

Pelayanan yang baik juga direalisasikan dengan jaminan kepastian atas kinerja pegawai
dan pelayanan. P2TP2A DKI Jakarta menjunjung penuh kerahasiaan data klien dengan
berpedoman pada hak asasi manusia. Kepastian akan penyelesaian kasus juga
direalisasikan oleh P2TP2A DKI Jakarta dengan tersedianya pegawai yang profesional di
setiap proses penanganan. Klien akan terbantu dengan tidak adanya pungutan yang
diberikan oleh P2TP2A DKI Jakarta karena pelayanan bersifat gratis. P2TP2A DKI
Jakarta memiliki pemahaman tinggi akan kompleksnya tindak kekerasan dalam rumah
tangga juga didukung dengan hambatan yang timbul akibat pandemi Covid-19 dan tetap
mengupayakan dengan baik agar klien merasa aman dan mendapatkan penanganan yang
optimal. Penurunan ekonomi yang drastis juga berdampak pada pelayanan P2T2PA DKI
Jakarta. Pegawai dan petugas P2TP2A DKI Jakarta tetap mengupayakan berjalannya
proses pelayanan dan penanganan dengan menggunakan biaya pribadi dalam hal
penjangkauan maupun proses adminstrasi. Hal ini merupakan wujud dari realisasi bahwa
P2TP2A DKI Jakarta memiliki komitmen yang tinggi atas kualitas pelayanan maupun
kinerja di P2TP2A DKI Jakarta.Di sisi lain hal ini juga menimbulkan kendala dimana
secara akuntabel sebuah pelayanan publik P2TPA DKI Jakarta seharusnya dapat
memfasilitasi berjalannya pelayanan dan penanganan kasus yang ada di P2TP2A DKI
Jakarta.

4. Tangibles (Berwujud)



Sarana maupun prasarana di P2TP2A DKI Jakarta memadai dari berbagai aspek. Seperti
lokasi yang strategis, memiliki berbagai ruangan di setiap pelayanan, transportasi
pendukung proses penanganan juga fasilitas pendukung selama masa pandemi Covid-19
seperti masker, hand sanitizer, penyemprotan desinfektan, termometer dan fasilitas untuk
cuci tangan. Petugas maupun pegawai P2TP2A DKI Jakarta juga secara teratur melakukan
rapid test maupun swab test agar tidak menyebarkan virus kepada klien mengingat

tuntutan pekerjaan yang mengharuskan berhadapan dengan virus Covid-19.

5. Empathy (Empati)
Sikap yang diterapkan oleh P2TP2A DKI Jakarta mencakup aspek tidak diskriminasi dan
memposisikan diri sebagai klien. Kasus kekerasan yang beragam dan membutuhkan
penanganan yang tanggap secara tidak langsung melibatkan petugas maupun pegawai
untuk menjadikan diri sebagai bagian kasus tersebut. Setiap posisi di P2TP2A DKI Jakarta
memberikan perhatian yang tulus dan tanggung jawab moral terhadap kasus yang

ditangani.

6.2 Saran
Setelah menganalisis dan mengetahui dimensi apa saja yang dapat mendukung
terlaksananya Kualitas Pelayanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Saat Pandemi Covid-19 di P2TP2A DKI Jakarta , ditemukan ada beberapa sub
indikator yang masih memiliki kendala-kendala, maka saran yang diberikan peneliti untuk
P2TP2A DKI Jakarta berdasarkan kendala dalam pelayanan  penanganan  perempuan
korban kekerasan dalam rumah tangga saat pandemi Covid-19 adalah:

1. Reliability (Keandalan)



- Dalam proses pelayanan dan penanganan selama pandemi Covid-19, P2TP2A harus
lebih fleksibel memahami Standar Operasi Pelayanan (SOP) yang kemungkinan akan
berubah setiap waktu.

- Petugas maupun pegawai P2T2PA DKI Jakarta harus memiliki antisipasi kemungkinan
terhambatnya proses penanganan selama masa pandemi Covid-19 agar tidak
membiarkan klien menunggu yang akan berdampak pada kualitas pelayanan.

- P2TP2A DKI Jakarta disarankan untuk mengembangkan fasilitas pendukung selama
masa pandemi Covid-19 dengan mengupayakan media teknologi yang lebih maju.

2. Responsiveness (Daya Tanggap)
P2TP2A DKI Jakarta mempertahankan komunikasi yang intensif terhadap klien kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) mengingat tindak kekerasan adalah perilaku kriminal dan

menjadi upaya meminimalisir salah komunikasi terhadap klien.

3. Assurance (Jaminan)

- Meningkatkan tingkat kepastian akan proses penanganan kasus dengan memberikan
penjelasan dan alur yang mudah dipahami klien agar menghindari kemungkinan
terdapat keluhan yang diutarakan oleh klien maupun korban.

- Mendukung berjalannya pelayanan maupun penanganan yang lebih diarahkan dengan
media online selama masa pandemi Covid-19 dengan memfasilitasi dengan bantuan
kuota atau paket internet guna menunjang kualitas pelayanan.

- Mempersiapkan kemungkinan dana darurat berbentuk koperasi yang dapat digunakan
disaat membutuhkan jangkauan mendadak.

- Menyediakan aplikasi maupun fitu yang dapat digunakan sebagai alat pencatatan
kronologis (rekam kasus) yang dapat dioperasikan selama bekerja dirumah (work from

home).



4. Tangibles (Berwujud)

- Meningkatkan kualitas ruangan konseling maupun wawancara yang kedap suara agar
klien merasa nyaman sewaktu memberikan informasi dan tidak terdistraksi oleh suara
dari luar.

5. Empathy (Empati)
- Mempertahankan sikap empati dan bersikap netral terhadap setiap latar belakang klien

agar terciptanya komunikasi dua arah yang baik.
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